BAB  III
FUNGSI IEMBAGA SANDERA
BAGI HUTANG-PIUTANG

A, Korelasi nantara Iembage Sandera dengan hutang-piutanz

Sering dijumpai dalan masyarakat adanya fenome

na sosinl yang timbul dalam perJanjian hutang piutang,

Dunia uszha yang banyak melakukan transoksi hu
tang-piutans, telsh banyak menemui kekecewaan dan ke-
cemasan ulah perbuatan debitur yang selalu mencari u-

paye untuk meleposkan tanggungjowabnys dari hutang,

Fenomena sosial tersebut, kadang kala telah
muncul menjadi Pathologi sosial dengan berbagai modus
operandinya, seperti yang banyak diberitaokan dalam

HNass—medic,

Di bulan Februzri 1985, telah dilzporkan ke~

Polda Jatinm adanyza Yempat pengusahz yang melarikan di

ri dan tinggnlkan hutang” (Surzbayz Post, 1985: II).

Bupat penguscha tersebut ialah:

1. NYT, seorang penguscha lampu tekan meninggalkan hu
tang puluhan milyard milik penguscha Bank di Indo-
.-csiae

2. TN, pemilik UD Mulya (di Pasar Besar), tinggalkan
hutangz sckitar Rp 1,4 milyard.

3. KVSy pengusaha MHeubel di Sursbaya, tinggalkan hu-

tang Rp 6 milyard.
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4, Juga WL, seorang pengusaha yang nmeninggalkan  hu-
tang schanyak Rp 1,5 nilyard.

Sebelum itu, pernah diberitakon bohwa "kredit
nmacet pada bank-bank pemerintah di tahun 1982 menca-

pai Jumlah Rp 414 milyard" (Tempo, 1984: 21).

Dan tak terhitung lagi kasus~kasus lain yang
semisal dengan itu, Andaikata penegak hukum kita ber
hasil menciduk para pelakunya yang telzh beritikad bu
=% dalam pzrJonjian hutang-piuvtans tersebut di  atas
tentu mercke pnra penzgak hukum itu memerlukan suatu
upaya huiun, yarg cukup memadal dengan kasus yang se-

dnang, dihadopie

Di sinilah titik tout antara hutang -~ piutang
dan lembaga Sandera. Dimana hutang-piutang disatu pi-
hak sering menimbulkan kasus-kasusj dan Iembaga San-
dera di lain pihak sebagai upaya hukum yang khusus di

tujukan untul: memberikan pemecahan beginya.

Iembagn Sandera sebogail upaya pelunasan hutang

Di muka telah disinggung tentang titik taut
(xorelcsi) antr-rn venyenderaan don hutang-piutang.
Gambaran tersebut hanyalah sekedar goambaran sederhana
tentang keguncan praktis Iembaga Sandera terutama da-
lam nmenghadapi debitur yang beritikad buruk.

Ada pertonyaan: Apakah mungkin memaksa  orang



yang tidak mau membayar hutang? Dapatksh pula kredi-
tur melakssnakan hak-haknya bertentzngan dengan ke~
hendak debitur? Jawabnya: Justeru itu pada umumny di-

mungkinkan, mengingat semua harta kekayaan milik de-

bitur edelsh Jags o0 qari hutans-hutansnys (pesal 113
BY),

Dapatditerangkan disiniy bahwa panyanleraan pa
da hsokelkainya tidak lain dari pada salah satu  upaya
dzlan "eksekusi'. Eksckusi biasanya timbul karenz pi-
hak yang dikalshlon tidelr mau mentzati “putusan pe-
ngadilan"“sccara suka rela walaupun telah mempunyai
kekuatan yang tetap, sehingga putusan itu harus dipak
sckan kepadanya dengan bantuan "kekuatan umum® (poli-
si, kalau perlu militer) (R. Subekti, 1982: 130). Be-
gitu Jugn! putusan pengadilany, biasanya selalu berpang
kal dari suatu gugatan karenz adc pihak tertentu yang
#idok mau melaksanskan kewaJjibannya secara suka rela

(Gwanprestasi)e

Hamun demikian, tidaklah setizp eksekusi memer
lukan penyanleraan, mengingat penyanderaan hanyalah u
paya hukum dalam hal "tidak terdapat atau tidak cukup
barang-baranz" untuk menjamin pelaksanasn suatu putus

an.

Oleh karcnanya, terdapat dua kemungkinan dalam
eksekusi: (1) eksekusi terhadap debitur yang masih

~
-

memiliki bazranz-barang; dan (2

aloszlusi tarhadan-

./
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debitur yanz tidak memiliki bsrsnz-barang.

1. Bksekusi terhadap debitur yang masih memiliki  bo-

rang-bsrang

hadrp debitur yonz masih memiliki bezrang - barang
2

Ada dua csra eksekusi yong dopat dilalui ter—

yaitu #Fkscekutoriacl Beslag" dan "Faillessement "

(Re Soctojo Prawirohamidjodo, 1084: 82),

8o

Iksekutoriaal Beslag, yaitu eksekusi dengan ca-
ra nenyita benda~benda khusus milik debitur, sec
pertli menyita lukisan yang bermilai sangat ting

i dan sebagainya.

Pada eksekusi Jenis iniy, disysratkan adanya
suatu "titel eksekutoriaal', apzkah ia be a
9 rup

grocse ckte notarieel atavkech grosse vonnise

¥aillessement, yaitu penyitaan terhadap scluruh
harta kekayaan setelah dinyatakan bangkrut de-

ngan suatu vonnis,

Untuk berhasilnys pengajuan kefaillitan, ti-
daklah diperlukan adanys suatu titel cksekuto-
riaale. Szbaliknya disaratkan bzhwa macih ada
kreditur-kreditur lzainnyz yang tagihan-tagihen-
nya tidak dibayar (R. Soetojo PravirohamidjoJo,
1S84: 83},

' Oleh karena faillessement menyangkut seluruh
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harta kekayaan debitur dan biazanya untuk pelu~
nasan tagihan beberapa orang kreditur, maka ads
dua keuvunzskinan yang bakal terjadi: (1)  harta
bandia debitur mencukupli pelunasan semua kie—
ditur; dan (2) harta benda debitur tidak mencu-

kupi pelunasan semua krediturs

Nglam poda itv, kemungkinan pertama tidak a-
ban monicbhbullian nasslahy karcene hertz benda de-
bitur dapat melunasi seluruh tegihan kreditur,
hinrze dengan demikian hutang-hutangnya menJedi
impas., Lain halnya dengan kemungkinan ke-dus di
sini okan timbul pelbagal masalsh teruvtama da-

lam pembagian dan cara~cara penyel :saiannya.

Untuk ituy pasal 1132 BY menentukan, bilama~
na kekayaan debitur tidak dapat melunasi secara
keseluruhan terhadap kreditur-krediturnya, maka
harta kekayaan debitur itu akan dibagi-bagi me—
nurut keseimbangan tagihan mercka masing-masing
kecuali ditentukan lain, Pasal terscbut seleng-
kopnyse berbunyi demikians

Kebendaan tersebutmenjadi Jaminan bersama—

sams bagi somua orang yang mengubtangkon pae
danya, pendapatan penjualan benda-benda itu
bagi menurut keseimbengan, yaitu - menurut
besar-kecil piubang masing-masing, kecuali
apabila diantara para berpiutang itu i’

alasan-alasan yang sah untuk didahulukan
(R. Subekti, R. TJitrosudibio, 1983: 265),.

(Catatan: Garis bawah dari penulis)

Dengan demikian, titik tolak pelunasan dari



para kreditur bersama-sama sedapat mungkin menu
rut keseimbongan tagihan-tagihon merckas.
Contoh:
B mempunyai tegihan dori pzrberian  hu-
tang kepoada A, sabesar Rp 500.000;~ Be-
gitu juga C, mempunyai tagihzn terhadap
A sebesar Rp 1.000,000,-
A Jatuh faillity schingga kekeyaonnya
tinggal Rp 600.000,-
Sisa Rp 600,000,~ tersebut dibagi antara
B dan C secara verimbang, yaitu B menda-
paet Rp 200,000~ dan C mendapat Rp 400.

Akan tetapi, seberapa Jauhkah praktek keseim
bangan ini dapat diturut? Ternyata Undang-undag
hsnyn menentukon dalam hal. ade kesamaan tingkat
an piutanc. Pasal 1136 menyebutkan:

Semua orang berpiutang yang tingkatannya sa-

na, dibayar menurut keseimbangan (Ro Subekti ,

R, Tjitrosudibio, 1983: 266).

Oleh karcnanya, bilamana tidak terdapat per-
samaa dalam'tingkatan piutang; maka keseimbang
an tersebut tidsk dapat diterapkan. Ini adalsh

sesuatu kekecualian.

Piutang-piutang yang tergolons ke dalan keke

cﬁalian tersebut, adalah tagihaon-tagihan yang
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diistimewslzn olch Undang-undang, karcnanya

nemounyai tingkatan yang lebih tinggi dan punya

hric didchulukan separti Gadai (Pand), Hipotil,

1) iond (Gadzi) dan Hipotik

Baik gadai maupun hipotik, kedua—duanya

Ltuil! ¢ monim -
nerupakan cara eontra- tWl’ yang menimbul

kon hak didohulukans Xarenanyags pars pene-—-
gone gadasl dan hipoltik mzmpunyai posisi  pa-—

1ing atas untuk didahulukan {passl 1134 ayat

Contohn:
B mempunyai tagihan terhadesp A dari
pinjamzn uang sebesar Rp 1,000,000,
dengan suatu Jaminan hipotik atas se-
buah rumah milik A. Begitu jusa Cymenm
punyai tagihan terhadap A sebesar Ro
800;000,- akibat perbuatnn A yang me-
langgar hukum (onrechtnatig),
A jatuh faillit, Keksyaannya tinggal
sebuah rumah yang dihipotilkkan kepada
Bo Akhirnya Curator melelang rumah i-
tu seharga Rp 1,500,000

Paia kasus tersebut, B sebagai pemegong hi-

potik mermpunryail posisi teratas untuk menmpero

lch pelunssan, hingga ia mendapaf Rp 1,000,

050,~ Sedangkan C hanya mendapat sisa



2)

yaitu Rp 500,000,~
Privilege (Voorecht)

Dinskzwi dengan "Privilege” di sini, yai-
tu "hak didahulukan yanz diberikan Undang-un

dang kepada kriditur tertentu berdosarkan si

fat dari tagihan semata~mata (R. Soetojo Pra

wirohamid joJjo; Marthalena Pohan, 193%4: 89),

Privileze dibedakan kepeds "privilege khu

sus' dan Yprivilege wnn',

a) Privilege Khusus (Speciale Voorecht), hak
didzhulukan terhadap hasil-hasil dari ben
da-benda tertentu (Pasal 1139 BW)G‘
Contoh:

A menjual dan menyershkan se-ekor
Kuda seharga Rp 600.000,~ terhadap
B, Pembayarannya aken dilakukan di
kemudian hari. B Jatuh faillit. Cu
rator nenjual‘kuda tersebut sehar-

ga Rp 400«0005-

Maka A mempunyai hak untuk didshu-

lukan dari hasil penjualan Ruda
tersebut (Rp 400.000,~), Atas keku
rangannya (Bp 200,000,~-) adalah

pembayaran biasa (concurrent).

‘b) Privilege Umun (Algemeen Voorecht), yaitu



h-k didohuluvkan terhadsp hosil-hsasil dard
seluruh harta benda debitur (pasal 1149,
sub 6 BW),
Contoh:
A sesorang usahawan parhctelan. Un—
tuk mepgelola hotelnya ia memper-
kerjskan lima orang karyawen.
Seéelah A jatuh faillit, moks lima
crans karyawan tersebut didahulu-
kan terhadap hasil-hasil dari selu
rth harta benda mzjikan mercka.
Catztznt: HMenurut paszl 1138 (2) BW, privilege
kbusus lzbih didahulukan deri peda

privilege unum,

Haka adalah Jelas fentang perbedaan antara
pivtans-piutang yong diistircewaken dengsn piuvtang-
binsa. Fiutang-piutarg yang diistimewakan tersebut,
bila dikaitkan dengan suatu tagihan disebut "Prefe
rentie"y sedenpken piutang—-piutang biass  disebut

"Concurrentie®,

Pi samping itu, dalam beberapa pasal BWy a-
da juga lain kekecualian terhadap kesanmaan derajat
piutang yaitu "hak rentie", Hak rentie ialsh hak
menunda penyerahan suatu benda sampai tegihannya i
tu dibayar (R. Soetojb'Prawirohamidjojo; Marthale-
na Pohan, 1984: 93),



;G;ntoh:

Seorang tukong repnrasi'berhak menunda pe-
nyerzhan benda (yang direparasi), hingga
o gkos-ongkos reparasi itu dibaysr lunas.

(Pasal 1616 BY).

2. Eksekusi terhadap debitur yang tidak memiliki ba-

rang~barang

Sita Fksekutorisl dan Faillesszment serbta ca-
ra~cara penyelesaiannya, hanya menainkan suatu pe-
ranon bilamana pada eksekusi "masih" terdopat har-

ta benda milik debiturs

Apakzh yang terjedi, bilamnnz,"tidak"terdapat
harta benda milik debitur? Pada kasus seperti ini
kita ingat adanya Icombaga Sandera dalam soal ekse-

kUSi o

ILembaga Sandera yang telsh diatur dalam HIRo
itu, ternyata tiada suatu posalpun yang secara te-
gas menyebutkan "maksud" dari penyanderaan. Hingga
timbul pelbegai pendapat. Ada yang berpendirian,pe
nyanderaan dimaksulkan untuk memaksa sanak-keluar-
go debitur (R. Subekti, 1¢83: 157) 1lairn pendapat
untuk memsksa debitur agar mazu mengeluarkan harta-—

hartanya yang masih disembunyikan (R, Wirjono Pro-
djodikoros 1978: 133) dan seterusnyae

‘Namun demikian, penulis sendiri sependirian

0




dengan pendapat yan: mengatzken bahwa Xeadaan de—
bitur yone tidal monmiliki kekoyoan itu harus  di-
buktikan t2rlcbih dahulu (Sudikno iertokusumo,
1982: 214). Sebab, bagaimanapun miskinnya si~ber—
hutang, Itzd-ong %c2dasnnya itu hanya dibuat- buat,
sehingra szcerc formil nampzknya ia miskin tapi
matriilnya iz t2tz2p koyn.

Contoh:

1. A seorensg pnendudui deszy, yanz ingin ber
wvira swasta. Untuk itu ia menjual sebi-
dzne tanah seharga Rp 10:.000.000,- dan
ia mendz»at pinjaman dari C se jurdah
Rp 7.000.000,~
Kaorena in di dalam memocu bisnisnya se-~
ring ditipuy sehingga sctelah dua tahun
berjalan A bangkrut, szhingga hutangnya
terhadap C kini telah mencapai Rp 11,
000,000 ¢~
Dalam sidang A terkalahkan dan dihukum
membayar Kp 11.000,000,-

Untuk itu sebuah tokXo dan rumahnya disi
ta untuk dilelang. Namun hasil lelangan
terhadap barang sitaan tersebut  tidak

cukup untuk memenuhi isi putusan tsdi.

2o Y szorang penguscha profesional di bi-
dang industri, plywood. lModal perusahacn

nya sebanyék Rp 2 milyasxd -~ diperoleh

iA,



Je

S

dari Bank B dan sken dikembalikan dalam
tempo dua tahun, | '
Berjalan setahun secara diam-dian Y men
dirikan perusahaan lain (perbingkilan),
atas nzma Z (anak kandung Y), pada loka
si + 109 km dari perusahaan pertama.
Karena mcdal peruséhaan pertama semakin
menipis ékibat digunekan untuk menperbe
sar perusahaan ke—dua, maka Y dinyata -
kan banglrut. Kcrehanya sebush rumahden
perusahaan plywood disita untuvlk melunesi
pirjanannyz terhadap Bank B, yang masih
Linggal Ep 1609000;000,~ Namun hesil le
lang belum culzup untuk melunusi huteng

nya.

X scorang pemimpin dari sebuah peruszha
an terkenal dan cukup besar. Perusshsan
nya memperpleh kridit sebanyak Rp 3 mil
yard untuk membangun sebuah pabrik tek-
stile.

Setelzh X menerima kridit, hahya Rp 1
milyard yang benar-benar dipergunskan
untuk mendifikan pabrik tekstil, karvena
nya pabrik tekstil itu beroperasi di ba
wah kapasitas. Sisanya yang Rp 2 mil-
yard dipergunaken untult mendirikan per—
hotelan di kota lainy 3ehingga  Frotel



torscbut tidalr diketashui oleh Sank  pew-
beri kradit. Aki aﬁnya, parvschaan teks—
til tzrsebut menurun, semzntars usaha

narhotelan maju pesat, bahksn sudah meng
hasilkan pabrik jazi-jari sepsda doxi ke

untunran hotelnya.

Darzi ketiga conioh di aotans, ternyta pensusaha

Y dcn o (contolr dun dan tiga) tideolklal dapat di--
angrmao s2bagol dabitur yang bRonern-beonns mislin, ka
rena scenm- formil memrmang ia tidak punya ape apa

lagi, tuapi secara metriil ternyata ia bukanlah o-

rang yanz miskin den lemah tebtapl sebaliknyae.

Dari uraian tadi Jelas terlihat adanya funksi
Iembaga Sandera sebagai upeya hukum dalam hutanz-piu-
t-ng, apckah ia sebagai pecmeksa semata, ataukah seba-
gai pembukti terhadep keadaan debitur.

Dari sisi lain, dapat pula dikatakan funksi

o

Icmbaga Sanders adalah untuk membatasi tindakan para
kreditur sgar tidsk memperlakukan debitur dengan sewve
nang-ienanzg. Hal ini, mengingat ratio dari pada per-
syaratan suatu ek sekutor:al titel adalch untuk melin-
dungi pihok debitur deri perbuaton kreditur jang ber-
main hakin sendiri (eiginrechting), (R. Soetojo Prawui
rohanid jojo, Harthalenz Pohan, 1984: €1) dan  begitu
jugs kiranyas ILewbogn Serders scbegai salash sstu upsya

hukurm dzlem eksekusio
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Dengan adanya}fungsi Lembagé Sandera dalam ar-

tian YJang belakangan ini, Jelas bahwa meniadakan Iem—
baga ipi §entunya altan nenmbuyka kemungklnan yang lebih

besar begi kreditur untuk melakukan elgenrechtlng (ma
in hakim sendiri). Hal ini bertentanzan densen suatu
azas dalem hukum yang berbunyi: "orang tidak boleh
menjadi hskin sendiri" (R. Subekti, 1980: 123).

Efektifitas lembaga Szndera bagi membels kepantingan

kreditur

Sebagai salah satu usaha untuk sekedar memberi
Jawaban bagi pihak-~pihak yang pro dan kontra terhadap
penerapan Lembaga -Sandera, harangkali dianggap periu
memberilan pernilcian terhadap efektifitas nenyandera

an dalam merealisiy kepentingan kreditur.

Vi muka telah disinggung adanya perbedaan pen—
dapat dualom nenexina penyandersan. Sebagai konsekuens
8i logicnya, nul:z ada dua aliran dalsm membela kepen-
tingan kreditur (1) aliran yang suka menggunckan :pe-
nyonderaany dan (2) aliran ysng tidak suka mengguna-

kan penysnderasn.

Aliran pertams, menaksakan pelunoson hutang de
ngan menyandera si-berhutarz — sedanzlkzn aliran kedua
(dnlam hal-hel tertontu, seperti si-berhutang beriti-
kad buruk - menipu - dan sebagainya) dspat menghukum-
nya, dengan menggunskan pasal-pasal tertentu dalam




KUn.P,

Feneliti posel-puscl yano digunckan nesing-—-man

S8ing aliron di atas, teruteme dolam merealisir kepen—
- bingan kreditur tcﬂ-yqta alircn yang menggunskan  pe—

nyanderasn lzbib efektif dibanding sliran lainnya.

Dikatekan demikian, mengingatb penyanderazn pa-
da hakeketnys mewcksz si-berhubung agar mengjual harsa
lsinnya yang masih ada dan mungkin mssih  disembunyi-
kane Oleh kcrananyn wzloupun siuberhutang telah digsan
‘dera, nemun si-kreditvr tetap tiiok “skan kehilangan
hakaya, krrenns si-berhutane tersebut masih tertagih

atas hutonenyn (paszl 221 HIR).

i samping itu, penyanderaan Juga lebih mengun

w

tunukun bagi si-berhutang karena sewaktu~-waktu ia a—
kan mendcpat ke lepasen, apah“h karena izin pemohon a-
tau pelunasan hutong (pasal 217 HIR) ataukah  karena
gl _emohon menghentikan pembisyaannya (pasal 216 ayat
2 HIR),

Begitu pula helnya Negara, tidak akan dirugi-
kan mengingat biaya peravetan si-terhukum (si-berhu —
tang) selem:s dalsm rumah tohanan ditanggung oleh pi=-
hakfpihak Jang berkepentingan,

Homun demikian, biln pmnypnd racn ckan diterap

kan bagi nembela kopentingan kreditur dalen perjanji-:
%

en hutang-piutang, ade suntu permsszlchan lagi yang



perlu dipecahkan, yaitu "penilaian terhadap penerapan

penyanderaan kaitannya dengan penghargaan yang lebih

besar bagi kemanusiaan si-debitur',

Dalam pasal 1338 KUH Perdata (BW) disebutkan:

Semua persetujuan yang dibuat secara sah ber-

laku sebagai undang-undang bagi mercka yang mem-
buatnya. .

Persetujuan~-persetujuan itu tidak dapat dita-
rik kembali selain dengan sepskat kedua belsgh pi-
hak, atau karena alasan-alasan oleh undang-undang
dinyatakan cukup untuk itu, _

Persetujuan-persetujuan harus dilasksanskan de-
ngan itikad baik (R. Subekti, R. TJitroswudibio,
168327 307).

Catatan: Garis bawah dari penulis

Apabila pasal tersebut dikaitkan dengan prin-
sip hukun yang terkandung dalam perjenjian hutang=-piu
tang “siapa berhutang harus membayar", maka kalau ada
debitur yang tidak mau membayar; berarti suwleh menyim
pang dari azas persetujuan hutang-piutang itu sendiri,

Karena itulah maka seorang debitur yang dengan
pelbagai upayas berusaha untuk menghindari tenggungan-
nya, bdrarti ia tidak memperlakukan sesamanya secara
adil dan saling menghormati,

Dengan demikian, ia boleh dikata "telah melam
paui dan merusak serta merobek-~robek batas-batas kema

nusiaan itu sendiri". Masihkah perlu memperlskukan 0-
Tang yang--tidak berprikemanusiaan, dengan suatu perla

kXuan yang manusiawi?



